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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada Bab
IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari sisi akuntabilitas informatif, Pemerintah Nagari Kurai pada
dasarnya telah memiliki kriteria dan basis data yang jelas, berupa
klasifikasi desil dan data SDGs, untuk menentukan sasaran penerima
BLT-DD. Namun penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat
masih bersifat reaktif, mengandalkan pengeras suara masjid dan
pemberitahuan langsung, tanpa mekanisme publikasi yang terbuka dan
bisa diakses sewaktu-waktu. Akibatnya, sebagian masyarakat,
terutama non-penerima, mengaku tidak memahami secara jelas
kriteria penetapan maupun alasan perubahan status kepesertaan.

2. Akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran BLT-DD
periode 2024-2026 secara umum telah terlaksana pada tataran
prosedural, tetapi belum sepenuhnya substantif. Pemerintah Nagari
telah memiliki kriteria dan basis data penerima melalui klasifikasi desil
dan data SDGs serta melaksanakan musyawarah dan menyediakan
ruang pengaduan masyarakat. Namun, penyampaian informasi masih
cenderung reaktif dan belum didukung publikasi yang terbuka, forum
musyawarah belum sepenuhnya menjadi ruang deliberasi yang
substantif, serta mekanisme pengaduan belum memberikan kepastian
tindak lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat
belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai Kkriteria
penerima maupun perubahan status kepesertaan BLT-DD.

3. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfiziyah, pelaksanaan BLT-DD di
Nagari Kurai pada dasarnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan

perlindungan ekonomi masyarakat rentan, tetapi implementasinya
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masih menghadapi persoalan keadilan distributif, amanah dalam
pengelolaan informasi, dan syura yang inklusif. Penelitian ini tidak
menemukan indikasi penyelewengan dana secara sengaja, sehingga
persoalan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kelemahan
tata kelola, komunikasi, dan Kketerlibatan masyarakat. Meskipun
demikian, kelemahan tersebut tetap berpengaruh terhadap rasa
keadilan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas
penyaluran BLT-DD perlu diperkuat tidak hanya dari sisi kepatuhan
prosedural, tetapi juga melalui transparansi informasi, pelibatan unsur
masyarakat secara lebih substantif, serta mekanisme pengaduan dan

tindak lanjut yang jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan
beberapa saran yang bersifat konstruktif bagi para pemangku
kepentingan:

Pemerintah Nagari Kurai disarankan untuk melakukan
pemutakhiran dan penyatuan data penerima BLT-DD secara berkala serta
menyampaikan kriteria dan daftar penerima secara terbuka dan tertulis.
Bamus perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui verifikasi
lapangan, sementara Kerapatan Adat Nagari Kurai dan tokoh ulama perlu
dilibatkan dalam musyawarah penetapan penerima untuk memperkuat
prinsip syura dan legitimasi kebijakan. Selain itu, mekanisme pengaduan
masyarakat perlu didokumentasikan dan dilengkapi dengan kepastian
tindak lanjut. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam
penelitian melalui penelusuran dokumen resmi nagari guna memperkuat

dan memverifikasi temuan penelitian.
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